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 Pembahasan skripsi ini tentang tindak pidana penipuan pembayaran 

melalui cek kosong. Pelaksanaan pembayaran melalui cek giro kosong adalah 

merupakan salah satu modus operandi kejahatan modern dewasa ini. Sebagai suatu 

kejahatan maka pembayaran melalui cek kosong dapat diklasifikasikan dan 

dimasukkan ke dalam kejahatan penipuan. 

 Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong, 

siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pembayaran 

melalui cek giro kosong dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku 

tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong. 

 Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 

kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan. 

 Hasil penelitian dan analisis menjelaskan pengaturan hukum terhadap 

tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong diatur dalam Pasal 378 KUH 

Pidana. Artinya tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong tersebut 

dimasukkan ke dalam klasifikasi tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 378 KUH Pidana. Pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana 

pembayaran melalui cek giro kosong adalah kepolisian. Karena Fungsi kepolisian 

adalah salah satu fungsi pemerinatahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak 

pidana pembayaran melalui cek giro kosong tersebut dipidana atas perbuatannya 

tersebut. Apabila perbuatan pengancaman tersebut dilakukan secara sengaja, 

selanjutnya dilakukan secara sadar oleh seseorang yang waras serta diketahui 

perbuatan penipuan tersebut ada diatur di dalam perundang-undangan yaitu Pasal 

378 KUHP, maka pada kapasitas ini pelaku penipuan dapat dimintakan 

pertanggungjawaban hukumnya. 
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